
BUPATJ PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 1UGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SJPIL 

DENGAN RAHM AT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. ba.hwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Toga.a dan 
Fungal, Serta Tata Kerja Dinaa Kependudukan dan 
Pencatatan Sipll telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 56 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

b. ba.hwa Peraturan Bupati aebagaimana dimakaud dalam 
huruf a, sudah tidak seauai lagi dengan perkemba.ngan 
dinamika penyelengganum pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang·undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berda.sarkan pertimbangan aebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kcdudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi aerta Tata Terja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) aebagejmana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oacrah (l.embara.n Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebegaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 Penctapan 
Pera1uran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kaja mcnjadi Undang-Undang 
[Lembo.ran Negara Rcpublik lndcnesaa Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lcmbtiran Negara Repubbl( Indonesia Nomor 
6856): 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (l.embftran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), 11ebogainuma tclah diub&h beberapa kali, 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peratura.n Pemerintah Pen&&1mti Undani­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tent.llng Cipta Kcrja mcnjadl 
Undang-Undang (Lembe.ran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tlunhllhan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 umtang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Te.rnbahan 
Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
scbagaimana telah diubah dengan Pcraturan 
Pcmcrintah Nemer 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan 
Atas Pera tu ran Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 
tcntang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037) 
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tcntang Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Te.rnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Pcraturan Mcnteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kcrja peda Jnstansi Pemcrintah untuk 
Pcnycderhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Plnrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat 
Dacrah (Lembamn Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6). ' 
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Menetapkan 

.3. 

MEMU1USKAN : 

PERA1URAN BUPATI TENTANO KEOUOUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TI.JOAS DAN FtlNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL. 

BAB I 
KETENTI.JAN UMUM 

Pa,aJ I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah ada.lah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupatt Ptnrang. 
5. Oinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pin rang 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinu Kependudukan dan Pencatatan SLpil 

Kabupaten Pinrang 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewcnangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pege.wai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesua.i dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepeg.awaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Apa.ratur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekcrja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pueet 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Bcrwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhcntian Pegawai ASN seaua.i dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pe\ayanan fungsional yang 
berdasarkan pada kcahlian dan keterampilan tenentu. 

12. Tu gas adalah lkhtisar dari keseluruhan tugaa jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Ura.ian tugas adalah paparan atau bentangan at.as semua tugasjabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pa,al' 
Dinas sebagaimana dimakaud dalam Pasal l angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Selm:taris Daerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
( I) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 

a. Kepa.la Oinas; 1 
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b. Sekretariat Dmas terdiri a.tas : 
1. Subbagian Percncanaan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftanm Penduduk; 
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
e. Bidang Pengelotaan lnfonnasi Adminietrasi Kcpendudukan; 
r. Bidang Pemanfaatan Data dan lnova.11,i Pela,yanan; dan 
h. Kelompek Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas aebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Pcraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSJ DAN URAIAN 11.IGAS 

Begian Kesatu 
Kepa.ta Dinas 

Pa,al 4 
( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 

UTUaan pemerintahan di bidang Adnunistraai Kepcndudukan dan 
Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Dacrah dan tugas 
pcmbantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad.a a,yat (I), 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumuaan kebijakan uruaan pemenntahan bidang administra.si 

kependudukan dan pencatatan sipi!; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil I; 
c. pelaksanaan, monitoring, evetuaer dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil; 

d. pelaksanaan administrasi Dinaa; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan o[eh pimpinan sesuru 

denga.n tugas dan rungsinya. 
(3) Uraia.n Togas Kepala Dina, aebagai.mana dimakeudpeda ayat (I), 

meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Dinas scbagaimana pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksan.aan rugae dalam 

lingkunga.n Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eeeuar dengan bidang tugasnya; r. merumuaka.n dan menetapkan visi dan mis! aerta menetapkan 
Rencana Strategi1, Rencana Kcrja dan Rencana Kerja Anggaran 
Dinas; 

g. mengatur, mendistribusikan, mcngoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugaa sehingga berjalan lancar; 

h. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada ' bawahan; 
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i. merumuskan kebijakan teknis di bidang Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

J. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 
lingkup Dinas; 

k. melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar 
Pelayanan Minimal di bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil ; 

I. melakukan koordinasi dan konau\tasi kc Kementerian, Pemerintah 
Provinsi dan Satuan Kerja Pera.ngkat Daerah unit kerja terkalt dalam 
rangka kelancaran tugas; 

m. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup dinas; 
n. membina pelakaanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dalam lingkup Dinas; 
o. mengkoordinir penyusunan L.aporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Dinas; 
p. membina adnunistra.s1 umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
q. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
r. Menyelenggarakan pengawasan, pengcndalian, pembinaan dan 

S()ll,ia}isaai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

e. mengoon:Hnasikan pendaftaran dan pencatatan bagi penduduk 
Daerah balk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

t. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyaraka.t dalam hal 
penerbitan dan penandatanganan Kanu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga, pemberian Nomor lnduk Kependudukan serta mencatat 
perubahan etee mutasi penduduk dan laporan data penduduk. 

u. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 
Prosedur dalam bngkup Dinas; 

v. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelola.an !nformasi 
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekrctaris menyelenggalllkan fungsi : 
a. pengoordinasian pelakaanaan rugaa dalam lingkup Dinas; 
b. pengccrdmasran penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pengccrdmasran urusan umum dan kepegawaian dalam lingkup 

Dinas; 
d. pengocrdinaeran pengc\olaan administrasi keuangan dalam iingkup 

Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai 

dengan tugaa dan fungsinya. 
(31 Uraian Togas Sekretaris sebagaimana dimak3udpada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Dino.a aebagaimana pedoman daJam 
pclaksanaan tuga.,; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawa.si dan mengevaluasi pelaksanaan tugas daJam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclaksanaan 
tu gas: 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memara.f dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. membantu kepala dinaa merumuskan Vi11i dan Misi acna 

menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja 
/\nggaran Oinas; 

g. Menyelenggamkan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 
Dinas; 

h. menyusun dan membuac Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 
Dinas; 

1. mengoordinir penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minima.I 
Jingkup Dinas; 

J· mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas 
sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisaai dan simplifikasi 
pe\aksanaan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan mela.kaanakan penyusunan, program, 
percncanaan, pengendalian, dan evalua.si serta pelaporan kinerja 
Dinas; 

I. mengoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
keuangan; 

n. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang; 

o. mengkoordinasikan dan meml'.asilitasi kegiatan organisasi dan 
tatalakaana; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinas; 

q. mengoordinir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksa.naan Reform.asi 
Birokrasi daJam lingkup Dina&; 

r. Menyelenggarakan fungsi sebs.gai Pejabat Pengelola lnfonnasi dan 
Dokumentasi dalam lmgkup dinas; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugaa Sekretariat dan 
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; 

t. memfaailitaai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah f dalam lingkup Dinaa; 
\ 
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u. menyusun Standar OpcrasionaJ Proscdur seauai rincian tugas dan 
melakukan evaluaai Standar Operasional Proscdur dalam lingkungan 
Dinaa: 

v. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Penge.lolaan lnfonnasi 
Adminiatrasi Kependudukan dan Pemanfa.e.tan Data dan Inovasi 
Pelayanan; 

w. Menyelenggarakan koord1naai dan konsultas1 dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Adnunistra.si Kepen<ludukan dan 
Pencatatan Sipil; 

x. Meni)aj kinerja pegawai aparatur aipil nego.ra eeauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

y. Menyusun laporan basil pelaksanaan tugas kepala dinas dan 
memberikan sa.mn penimbangan kepada atasan sebagai ba.han 
perumuaan keb1jakan;dan 

z. melakaa.nakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Paragrafl 
Subbagian Perencanaan 

Pasal 6 
(l) Subbagian Perencanaan dipimpin olch Kcpala Subbagian Percncanaa.n 

yang mernpunyai tugaa rnernbantu Sekrctaris de.lam mengumpulkan 
bahan dan mclakukan penyuaunan percncanaan, penyajian data dan 
penyuaunan laporan. 

(2) Uraian Togas Kepa]a Subbagian Perencanaan sebagairnana 
dimaksudpada ayat (IJ, meliputi: 
a. menyuaun rencana kcgiatan Subbagian Perencanaan sebagaimana 

pedoman dalam pclaksanaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pc!akaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugas; 

Laporan Kincrja lnatansi 

bahan data dan informaal 
penyusunan perencanaan dan 

dan/atau memaraf d. menyuaun rancangan, mengorekai, 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. membantu sekretaris merumuakan Viai dan Misi serta Rencana 

Strategia clan Rencana Kerja Dinaa; 
g. menyuaun dan membuat dokumen 

Pemerintah Dine.a; 
h. menyuaun laporan Standar Pelayanan Minimal !ingkup Oinaa; 
i. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga bel)alan lancar; 
j. mengoordinasikan, menyiapkan 

Perencanaan dan melakukan 
kegiatan; 

k. menyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan evaluasi 
kinerja; 

I. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 
Dinaa; 

m. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan f dalam lingkup Dine.a; 
\ 
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n. menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan 

dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai 
bahan perumusan kebijakan: 

o. melakeanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggara dalatn hngkup Dinas; 

p. menyusun Standar OperasionaJ Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evaluaai Standar Operasional Plosodur; 

q. melaksanakan monitoring, evaluasl dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis drbidang Subbagian Perence.naan; 

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Administra.ai Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

11. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebegai bahan 
perumuean kebijakan;dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbegian Umum dan Kepegawaian 

Pa,al 7 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subba3ian 

Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris 
dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaa.n, 
pelayanan informasi, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola 
administrasi kepegawaian lingkup Dinas. 

(2) Uraian Tugas Kepala Subbegian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksudpada ayat ( I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas: 
b. mendiembueiken dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. mementau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakeanean 
tu gas; 

dan/atau memaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aeauai dengan bidang tugasnya; 
r. melaksanakan dan mcngcvaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Dinas; 
g. membantu sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluaai Jabatan; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
i. melakukan administrasi dan pendistribueian naskah dinas muuk 

dan keluar; 
J. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
WMg; 

k. menyiapkan bahan clan menyusun daftar inventarisasi barang scna i menyusun laporan barang inventaris; I 
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I. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pcngelolaan urusa.n 
rumah tangga Dinaa; 

m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan melakukan 
evaluaai dalam lingkup Dinas; 

n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan infonnasi 9erta fasilitasi pelayanan infonnasi dan 
pengaduan daJam lingkup Dina.s; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilit.asi 
pe!aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinas; 

p. memperaiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumaaan dan keprotokoleran dalam lingkup 
Dinas; 

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mcnge\o\a data kehadiran 
pegawai; 

r. mengoordinasikan dan memfasilitasi administras1 sunu tugas clan 
perjalanan dmae pegawai; 

a. melakaanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksa.naan 
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Subbagian Keuanga.n 

Paul 8 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oJeh Kepala Subbagian Keuangan yang 

mempunyai tugas membantu Sekrctaria dalam mengumpulkan baha.n 
dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelapora.n keuangan i dalam lingkup Dinas. 
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(2) Uraian Tugaa Kepala Subbagi.an Kcuangan eebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I), mcliputi : 
a. menyuaun rcncana kcgiatan Subbagian Kcuangan acbagaimana 

pcdoman dalam pclakaanaan tugaa; 
b. mcndistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mcngevaJuasi pclaksanaan tugas 

Ungkup Dinaa untuk mengctahui pcrkcmbangan pclaksanaan tugas; 
d. menyuaun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 

menandatangani ruukah dinas; 
e. mcngikuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
f. mcnyusun dan mclaksanakan Standar Operasional Pn:mcdur sesuai 

rincian tugas dan melalrukan cvaluasi Standar- Opcrasional 
Proscdur; 

g. mcmbantu Sckrctaris mcnyiapkan bahan, menyusun dan 
mcrumuskan Dokumen Pclaksanaan Anggaran lingkup Dinas; 

h. mendiatribusrkan dan memberi pctunjuk pclaksana.an tuga.s 
schingga berjalan Jancar; 

i. mengumpulkan be.ban, mengoordinasikan dan mcnyusun rcncana 
kcbutuhan barang unit, rcncana kcbutuhan geji pcgawai, dan 
rcncana proyeksi pcndapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Dinas; 

J. mclakukan vcrifikaai kclengkapan administrasi pcnatausahaan 
keuangan Dinas; 

k. mengoordinasikan pclaksanaan akuntansi pcngeluaran dan 
pencrimaan kcuangan dalam lingkup Dinaa; 

I. menyiapkan bahan dan mcnyusun laporan kcuangan dalam lingkup 
Dmas; 

m. menyusun rcalisasi pcrhitungan anggaran dalam lingkup Dmas: 
n. mcngevalua.si pclaksanaan tuga.s bendaharawan dalam lingkup 

Dinas; 
o. mcngumpulkan bahan, mengocrdmaeikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pcmeriksaan keuangan dalam lingkup Dinas; 
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

pcnyelcnggaraan kebijakan teknis dibidang Subbagian Keuangan; 
q. melaksanakan koordinasi dan keneultaai dcngan lcmbaga 

pemcrintah dan non pcmcrintah dalam rangka pcnyelcnggaraan 
urusan Pemcrintahan bidang Adminiatraai Kcpcndudukan dan 
Pencatatan Sipli; 

r. mcnilai kincrja pcgawai aparatur sipil ncgara acauai dcngan 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan; 

s. mcnyusun laporan ha.ail pclaksanaan tugas kcpala dinas dan 
mcmberikan saran pertimbangan kcpada atasan scbagai bahan 
pcrumusan kebijakan;dan 

t. mclakaanakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
eeeuei dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kctiga 
Bidang Pelayanan Pcndaftaran Penduduk 

Pa,aJ 9 
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pcnduduk dipimpin olch Kcpala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mcmpunyai tuga:J mcmbantu 
Kcpala Dinas dalam melaksa.nakan pcnyiapan pcrumusa.n kebijakan 
tcknia da.n pclaksa.naan kcbijakan di bidang pelayanan pcndaltaran ' pcnduduk. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas :,ebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang Pc:layanan Pendaftaran Pmduduk mcnyelenggaraksn 
rungsi: 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
b. pembinaan, Pengoon:linasian, Pengendalian dan Pengawasa.n 

program dan kegiatan bidang Pelayanan Pendafte.ran Penduduk; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan keglatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eeeuar 

dengan tuga.s dan fungsinya. 
(3) Uraie.n Togas Kepala Bidang Pelayanan Pc:ndaftaran Penduduk 

11ebagaimana dimakaud pada ayat (1), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pc:layanan Pendaf'taran 

Penduduk sebagaimana pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, menga.wasi dan mcngeva1uasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengcrekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dine.a; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai dengan bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan sosialisasi, faailitaai, bimbingan teknia, advoka11 

superviae dan konsultasi pelaksane.an pendaftaran penduduk; 
g. menetapkan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten; 
h. menyelcnggarakan koordinasi penyelenggaraan penduduk skala 

kabupaten; 
i. menyclenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam aiatem 

administrasl me\iputi : 
I. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta 

penerbitan Nomor lnduk Kependudukan [NIK); 
2. pendaftaran perubahan ale.mat; 
3. pendaf'taran pindah data penduduk dalam wilayah Republik 

Indonesia; 
4. pendaftaran warga Negara Indonesia tinggal sementara; 
5. pendaftaran pmdah de.tang antar Negara; 
6. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasa.n antar Negara; 
7. pendata.an penduduk rentan adminiatrasi kependudukan; 
8. penerbitan dokumen kependudukan haail pendaftaran 

penduduk; dan 
9. penatausahaan pendaftaran penduduk. 

J. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan ew.luaai Standar Operaaional 
Pro!ledur; 

k. menye!enggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Pmdaftaran 
Penduduk; 

I. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

m. menyelenggamkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah da1am rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Adminiatra81 Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada ataaan eebegai bahan 
perumusan kebijakan;dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang drperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempal 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

l'BBal 10 
(1) B1dang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas membantu Kepo.\a 
Dinas dalaJn menyelenggarakan pelayanan pencatatan Sipil dalam 
&istem administrasi kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kcgiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dirnaksudpada ayat (1), mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Siptl 

sebagaimana pedoman dalam pelabanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaS1 dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorek&i, memaraf dan/atau 
menandatangani naska.h dinas; 

e. mengiJ,:uti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mcngumpulkan, mengelola, menganalisa dan mendolrumcntasikan 

data Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
g. memfasilitasi, Soaialisaai, Bimbingan Tcknis, Advokasi, Supervisi, dan 

Konsultasi pelaksanaan Pencatatan Sipil skala kabupaten; 
h. memantau evaluasi dan laporan penyclcnggaraan Pencatatan Sipil 

Skala Kabupaten; 
i. mcngoordinasikan penyclcnggaraan Pcncatatan Sipil skala kabupatcn 

meliputi: 
1. pencatatan kelahiran, 
2. pencatatan kelahiran mati; 
3. pencatan perkawinan; 
4. pencatatan kcmatian; 
S. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak clan pengesahan 

anak; 
6. pencatatan pcrubahan nama; 
7. pencatatan perubahan status kewargancga.raan; 
8. pencatatan periatiwa penting lainnya; 
9. pencatata.n perubahan dan pembatalan akta; 
Io. penerbitan dokumen kcpendudukan hasil pencatatan sipil;dan I 11. penataan usaha dokumen pencatatan s.ipil. 

-- 
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g. memfasilitasi, Soaialisaai, Bimbingan Tcknis, Advokasi, Supervisi, dan 

Konsultasi pelaksanaan Pencatatan Sipil skala kabupaten; 
h. memantau evaluasi dan laporan penyclcnggaraan Pencatatan Sipil 

Skala Kabupaten; 
i. mcngoordinasikan penyclcnggaraan Pcncatatan Sipil skala kabupatcn 

meliputi: 
1. pencatatan kelahiran, 
2. pencatatan kelahiran mati; 
3. pencatan perkawinan; 
4. pencatatan kcmatian; 
S. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak clan pengesahan 

anak; 
6. pencatatan pcrubahan nama; 
7. pencatatan perubahan status kewargancga.raan; 
8. pencatatan periatiwa penting lainnya; 
9. pencatata.n perubahan dan pembatalan akta; 
Io. penerbitan dokumen kcpendudukan hasil pencatatan sipil;dan I 11. penataan usaha dokumen pencatatan s.ipil. 
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j. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional ProllOdur sesuai 
rincian tugaa dan melakukan evaluaai Standar Operaaional Proeedur; 

k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebjjakan teknis dibidang Bidang Pelayanan 
Pencatatan Sipil; 

I. menyelenggamkan koordmasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam. rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang·undanga.n; 

n. menyusun laporan basil pelaksanaan rugas kepala dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada ataaa.n sebagai bahan 
perumusan kebijakan;dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atAsan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pcngelolaan lnfonnasi Administrasi Kependudukan 

Pa.,aJ 11 
(1) Badang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan dipimpin 

oleh Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi Administraai Kependudukan 
yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan 
pengelolaan data kependudukan dan melaksanakan Adminiatrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sfpil. 

(2) Untuk mela.kaanakan tugaa aebagaimana dimakaud pada ayat (l) 
Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi Administ.rasi Kependudukan 
menyelenggarakan fungsi: 
a penyuaunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pcngelolaan lnformasi Administra.si 
Kependudukan; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawaean program 
dan kegiatan Bidang Pcngelola.an lnformasi Administrasi 
Kependudukan; 

c. penye\enggaraan monitoring, evalua.si dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan Bidang Pengelolaan lnfonnasi Adminiatrasi 
Kependudukan; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh ptmpman aeauai 
dengan tugas dan Iungamya. 

(3) Uraian Togas Kepala Bidang Pengelolaan Informaai Administrasi 
Kependudukan sebagaimana dimakaudpada ayat (l), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Jnfonna.ai 

AdministrMi Kependudukan sebagaimana pedoman dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dal.am 

lingkungan Dinaa untuk mengctahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aeauai dengan bidang tugaanya; 
f. menyelenggarakan penelitian dan pengelolaan mut.aa.i kependudu.kan 

sebagaimana mutAsi input komputer dan daftar induk pendudukl data pusat pengelolaan; 
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g. menyelcnggarakan penelitian dan analisis serta penyimpanan data; 
h. menyelenggara.kan penerbitan daftar atau diagram 1tati1tik 

kependudukan pelayanan dan penyuluhan; 
i. menyu,un dan memelihara arsip dan dokumen penduduk; 
J. merekam data basil pe\ayanan pendaftaran penduduk dan 

Pencatatan Sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan 
eietem infonnasi administrasi kependudukan; 

k. menyuaun dan melakaanakan Standar Operasional Proae<lur aesuai 
rineian tugas dan melakukan evaluaai Standar Operastonal 
Prosedur; 

I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawuan 
penyelcnggaraan kebljakan teknis dibidang Bidang Pengelolaan 
lnformaai Admini,tma, Kependudukan; 

m. menyuan laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Bidang Pengelolaan 
lnformasi Administrasi Kependudukan; 

n. menginventarisasi dan mengkaji permasa.lahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masa.lah; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lem008Q 
pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraa.n 
uruaan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

p. menilai jdnerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan 
ketentuan peratumn perundang-undangan; 

q. menyusun lapomn haail pelaksanaan tugas kepe.ia. dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada ataaan sebagai ba.han 
perumuaan kebijakan;dan 

r. melakaanakan tugas kedinuan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pemanfaatan Data dan lnovaai Pelayanan 

Pa!Jai 12 
(I) Bidang Pemanfaatan Data dan lnovaai Pelayanan dipimpin oleh Kepala 

Bidang Pemanfaatan Data dan lnovaai Pelayanan yang mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinaa dalam melakaanakan penyiapan perumuaan 
kebijakan teknia dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemanfaatan 
Data clan lnovasi Pelayanan Adminiatraai Kependudukan. 

(2) Untuk melabanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan 
menyelenggamkan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelakaanaan 

tugas program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Oat.a dan lnovasi 
Pelayanan; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawaaan 
program dan kegiat.an Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi 
Pclayanan; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelakaanaan 
tugas program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 
Pelayanan; dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan aeauai I dengan tugas dan fungsinya. 
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tugas program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 
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d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan aeauai I dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan 
aebagaimana dilllllbudpada ayat (1), meliput:i: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan lnovaai 

Pelayanan eebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaJuasi pelaksanaan tugas da1run 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan penebtian dan menganaliaia data; 
g. membina kerja sama de.lam melakaanaka.n tugas: 
h. mengoordinir dan menfasilitasi pelaksanaan Penyuaunan inovasi 

kegiatan; 
i. melakukan perlindungan data pribadi penduduk pad.a bank data 

kependudukan; 
J. menyuaun dan melakaanakan Standar Operasional Prosedur seauai 

rincian tugaa dan melakukan evaluasi Standar Operaaional 
Prosedur; 

k. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia dibidang Bidang Pemanfaatan 
Data dan lnovaai Pelayanan; 

I. menyuaun laporan has.ii monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Bidang Pemanfaatan 
Data dan lnovasi Pelayanan; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Administraai Kependudukan dan 
Pencat.atan Sipil; 

n. menginvent.arisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugaanya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

o. menilai kinerja pegawai ape.ratur aipil negara aeauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil peiakaanaan tugas kepala dtnas dan 
memberikan saran pertimbangan kepeda at.asan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan;dan 

q. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diperinta.hkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 13 
(I) Dinaa Kependudukan dan Cat.atan Srpil dapat membentuk sejumlah 

kelompok jabatan fungaional dan pelakaana eeeuar dengan kebutuhan 
dan berdaaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana aebagaimana dimaksud 
pada ayat {I) melaksanakan tugaa sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelakaana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan l sistem kerja. l 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Bagi.an Kesatu 
Pclaksanaan Tugas dan Fungsi 

Paaa.l 14 
{I) Kcpala Dinas dalarn mclaksanakan tugas dan fungsinya bcrdasarkan 

kebijakan umum yang ditctapkan olch Bupati scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekreuuis, Kepala Bidang, Kcpala Subbagian, Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana da.lam lingkup Dinaa melakaanakan tugas 
dan fungsi sesuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan, 
eerta mencrapkan prinsip hicrarki, koordinasi, kcrjasama, integrasi, 
ainkronisasi, simphfikaSI, akuntabilitas, transparanai, serta efcktifitas 
dan cfisicnai, acauai dcngan kctcntuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepala Dinaa, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, da.lam 
lingkungan DinWJ mengembangkan koordinaai dan kerjasama dcngan 
instansi pemcrintah/swasta tcrkait dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan mcmperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pcngendalian dan Evaluasi, serta Pclaporan dan Pengawasan 

Pasa.l 15 
ill Kcpala Dinas, Sckretaris, Kcpala Bidang dan Kcpala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam mclaksanakan tugaanya, melakukan 
pengcndalian dan cvaluasi scrta melaksanakan rapat koordinasi secara 
bcrkala dan/atau seauai kebutuhan; 

(2) Kepa.la Dinas, Sekreuuia, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyarnpaikan laporan secara 
berkala clan/at.au scsuai kebutuhan sccara tcpat waktu kcpada atasan 
masing-masing; 

(3) Kcpala Dinas, Sekretaria, Kcpala Bidang, Kcpela Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas mclakaanakan pcngawasan scsuai dcngan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasa.l 16 
Ketcntuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 56 Tahun 2021 tcntang Kedudukan, Susunan Organiaaai, Togas da.n 
Fungsi scrta Tata Kcrja Dinas Kepcndudukan dan Catatan Sipil (Serita 
Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 56), tetap berlaku sampai 
dengan ditctapkannya peraturan bupati tcntang sistcm kerja pads. 
pcmcrintah daerah. 

\ 
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(2) Kepa.la Dinas, Sekreuuia, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyarnpaikan laporan secara 
berkala clan/at.au scsuai kebutuhan sccara tcpat waktu kcpada atasan 
masing-masing; 

(3) Kcpala Dinas, Sekretaria, Kcpala Bidang, Kcpela Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas mclakaanakan pcngawasan scsuai dcngan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasa.l 16 
Ketcntuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 56 Tahun 2021 tcntang Kedudukan, Susunan Organiaaai, Togas da.n 
Fungsi scrta Tata Kcrja Dinas Kepcndudukan dan Catatan Sipil (Serita 
Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 56), tetap berlaku sampai 
dengan ditctapkannya peraturan bupati tcntang sistcm kerja pads. 
pcmcrintah daerah. 

\ 
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BAB VI 
KE1'ENnJANPENU11JP 

PasaJ 17 
Dengan bcrlakunya Pcraturan Bupati ini, Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 
56 Tahun 2021 tcntang Kcdudukan, Susunan Organisaai, Toga.a dan Fungsi 
serta Tata Kcrja Oinas Kcpendudukan dan Catatan Sipil (Bcrita Oacrah 
Kabupe.tcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak 
bcrlaku. 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalain Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang. 

Ditctapkan di Pinrang 
pada tanggal OC )\I� 'llJ.J 
BUPAll PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal � Ju11i�.,_,, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BUDA A 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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